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ABSTRACT 

The purpose of this study was to compare the actors and comparison of 

criminal responsibility for perpetrators of trafficking in terms of the Criminal Code 

and Law No. 21 of 2007 tentag Combating Trafficking in Persons. While the 

formulation of the frame of mind in the writing of this law that the subject of human 

trafficking crime in terms of the Criminal Code and Law No. 21 of 2007 is different. 

Where the subject in terms of the Criminal Code the crime of Trafficking people are 

human and, of Law No. 21 of 2007 the subject of the crime of trafficking in persons 

is not only a person but also corporations.  

The research uses normative research methods, types of data used is 

secondary data, the source data used is secondary data sources. Once the data is 

collected kemmudian the data were analyzed using content analysis method 

(content analysis). In conclusion in this study that the perpetrators of criminal acts 

of trafficking in terms of the Criminal Code is classified as (1). Single-makers 

(dader), (2). The maker (cashew pleger), (3). Maker helper (Medeplichtige) ie at 

the time the crime was committed and before the crime was committed. Meanwhile, 

of Law No. 21 of 2007 perpetrators of human trafficking crime is classified as (1). 

Everyone is comprised of individuals and korporas, (2). Organizers state, (3). 

Advocate (Uitlokker) or menyuruhlakukan (Doen pleger), (4). Helped conduct 

(medeplichtigheit) administration not only before or at the time of the crime of 

trafficking in persons do but also after you defeated dilakkukan trafficking crimes, 

(5). People who are participating (cashew pleger), (6). User to go, (7). Organized 

groups. Regarding criminal responsibility for perpetrators of trafficking in persons 

that the threat of penalties or criminal sanctions in Republic Act  21 of 2007 is 

more severe than the Criminal Code. Of Law No. 21 of 2007 specified minimum 

and maximum imprisonment and a fine of a minimum and maximum against the 

perpetrators in accordance with the classification of the offender. In addition, of 

Law No. 21 of 2007 contained provisions that deviate from the provisions of the 

Criminal Code as perpetrators of criminal liability in the case of a maid.  

Keywords: Human Trafficking, comparison, the Criminal Code 
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ABSTRAK 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pelaku 

dan perbandingan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perdagangan orang 

ditinjau dari KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007 tentag Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang. Sedangkan perumusan kerangka pikiran dalam 

penulisan hukum ini bahwa subyek tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari 

KUHP dan UU RI No. 21 Tahun 2007 berbeda. Dimana ditinjau dari KUHP subyek 

tindak pidana perdaganga orang adalah manusia dan dalam UU RI No. 21 Tahun 

2007 subyek tindak pidana perdagangan orang tidak hanya berupa manusia tetapi 

juga korporasi. 

 Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian normatif, jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder, sumber data yang digunakan adalah 

sumber data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian data dianalisa dengan 

menggunakan metode analisa isi (content analysis). Sebagai kesimpulan dalam 

penelitian ini bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari KUHP 

digolongkan menjadi : (1). Pembuat tunggal (dader), (2). Para pembuat (mede 

pleger), (3). Pembuat pembantu (Medeplichtige) yaitu pada saat kejahatan 

dilakukan dan sebelum kejahatan dilakukan. Sedangkan dalam UU RI No. 21 

Tahun 2007 pelaku tindak pidana perdagangan orang digolongkan menjadi : (1). 

Setiap orang yang terdiri dari orang perorangan dan korporas, (2). Penyelenggara 

negara, (3). Penganjur (Uitlokker) dan atau menyuruhlakukan (Doen pleger), (4). 

Membantu melakukan (medeplichtigheit) pembantuan tidak hanya sebelum atau 

pada saat kejahatan perdagangan orang dilakukan tetapi juga sesudah kejahatan 

perdagangan irang dilakkukan, (5). Orang yang turut melakukan (mede pleger), (6). 

Penggua, (7). Kelompok terorganisasi. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi 

pelaku perdagangan orang bahwa ancaman hukuman atau sanksi pidana dalam UU 

RI No.21 Tahun 2007 lebih berat dibandingkan dengan KUHP. Dalam UU RI No. 

21 Tahun 2007 dicantumkan pidana penjara minimal dan maksimal serta denda 

minimal dan maksimal terhadap pelakunya sesuai dengan penggolongan pelaku. Di 

samping itu dalam UU RI No. 21 Tahun 2007 terdapat ketentuan yang menyimpang 

dari ketentuan KUHP seperti dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku 

pembantu. 

Kata kunci : perdagangan orang, perbandingan, KUHP 
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